BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan kesimpulan terkait dengan gugatan Penggugat
yang terurai dengan jelas dalam tulisan penulis, bahwa penulis
menyimpulkan bahwa dasar pertimbangan hukum hakim dalam
memutus gugatan rekonvensi dalam nomor putusan
2595/Pdt.G/2021/PA.Kbm adalah di lihat dari aspek kompetensi
absolut dan kompetensi relatif dari pengadilan Agama. Selain hal
tersebut adanya fakta-fakta persidangan yang ada dan syarat-syarat
yang menjadi latar belakang perceraian tersebut. Dasar pertimbangan
hakim sudah sesuai dengan pertimbangan yang di tentukan.

Pertimbangan Majelis Hakim terkait Perkara Nomor
2595/Pdt.G/2021/PA.Kbm vyaitu terjadinya perceraian dengan alasan
perselisinan dalam rumah tangga yang menyebabkan karena pada
nafkah, hak asuh anak serta nusyuz dari istri, Berdasarkan pasal 41
huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
bahwa jika terjadi perceraian baik ibu atau bapak tetap berkewajiban
memelihara dan mendidik anak-anaknya. Disinilah bahwa pada pasal
105 ayat (1) Kompilasi Hukum Isam, Majelis Hakim mengabulkan
bahwa hak asuh anak tetap pada ibu karena anak masih dibawah 12

tahun atau belum mumayyiz, Majelis Hakim berpendapat bahwa



tuntutan tersebut dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan pasal 149
huruf (d) jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dan
Majelis Hakim akan menentukan besaran nafkah anak sesuai dengan
kelayakan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi.

Dalam pandangan hukum islam terkaut nafkah bagi istri yang
nusyuz telah di tentukan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan juga tidak ditemukan syarat nafkah bagi istri
dalam masa ,,iddah, Pada pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam
bahwa mut“ah adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami
apabila menceraikan istrinya dengan talak raj“I dan istri ba“da dhukul
maka Majelis Hakim mengabulkannya. Sesuai dengan ketentuan pasal
149 huruf (a) KHI, bahwa kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami
apabila menceraikan istrinya dengan talak raj“I dan istri ba“da dhukul,
oleh karena Majelis Hakim mengabulkan atas nafkah mut*“ah.

Akan tetapi pada nafkah ,iddah Majelis Hakim tidak
mengabulkan karena istri telah nusyuz, ketentuan pada Pasal 149 pada
poin (b) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam tentang Akibat
Putusnya Perkawinan Akibat Talak.

Maka dari Putusan Nomor 2595/Pdt.G/2021/PA.Kbm adalah
perceraian karena perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri,
hal ini dikarenakan perbuatan dan tingkah laku Penggugat dan

Tergugat tidak mencerminkan sebagai kepala rumah tangga dan ibu



rumah tangga yang baik, untuk melakukan perceraian harus disertai
dengan cukup alasan, dalam putusan ini berdasarkan pertimbangan
Hakim mengabulkan permohonan perceraian adalah ketidakrukunan
dalam rumah tangga yang terjadi didalam rumah tangga pihak
Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan didalam pasal 39
Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 19 Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 dan dapat dibuktikan di persidangan.

B. Saran
Berdasarkan pada kesimpulan diatas, beberapa saran yang dapat
penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Melalui penelitian ini, paradigm berfikir kita mampu mempelajari dan
mengetahui perceraian yang terjadi dalam suatu keluarga sangat
berpengaruh terhadap kondisi masa depan keluarga. Bahwa
pentinganya kita mengambil sebuah keputusan yang bijak agar terjadi
kekeliruan yang akan datang. Oleh karena itu kita sebagai muslim dan
muslimat yang kelak berumah tangga atau yang sedang menjalankan
rumah tangganya agar selalu belajar untuk bertanggung jawab atas
perannya masing-masing dalam kehidupan rumah tangga.

2. Melalui karya ilmiah ini, wawasan tentang perceraian yang

diakibatkan karena perselisihan, hadlanah dan nafkah, sedikit



banyaknya membuka cakrawala berfikir kita, maka bagaimana Kkita
bisa menyikapi semuanya dengan baik.
C. PENUTUP
Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga skripsi ini
dapat terselesaikan.dalam penyusunan skripsi ini penulis telah
mengupayakan yang terbaik, oleh karena itu penulis selalu mengharapkan
saran dan kritik yang bersifat membangun demi perbaikan skripsi ini.
Tidak lupa peneliti mengucapkan terima kasih atas bantuan semua
pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam
pembuatan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi

penulis dan bagi pembaca pada umunya.
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